











TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI 
KEPENTINGAN PEMERINTAH 





HUTOMO ZULFIKAR Y. HAYA 















TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAH 






HUTOMO ZULFIKAR Y. HAYA 






Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Bagian Hukum Pidana 













PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAH 
 (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2013)  
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
HUTOMO ZULFIKAR Y. HAYA 
B 111 10 485 
 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Selasa, 10 Juni  2014 














Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si. 
NIP. 19620711 198703 1 001 
Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. 
NIP. 19671010 199202 2 002 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 





Diterangkan dalam skripsi mahasiswa : 
Nama   : Hutomo Zulfikar Y Haya 
Nomor Pokok : B111 10 485 
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Korupsi 
Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Kepentingan 
Pemerintah (Studi Kasus Di Kota Makassar) 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi. 
       Makassar, 26 Mei 2014 
Pembimbing I                                        Pembimbing II 
 
 
Prof. Dr. H.M Said Karim, S.H.,M.H.M.Si      Hj. Nur Asisa, S.H.,M.H. 




PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
Diterangkan dalam skripsi mahasiswa : 
Nama   : Hutomo Zulfikar Y Haya 
Nomor Pokok : B111 10 485 
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Korupsi 
Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Kepentingan 
Pemerintah (Studi Kasus Di Kota Makassar) 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi 
     Makassar, 26 Mei 2014 
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 






HUTOMO ZULFIKAR Y. HAYA (B111 10 485), Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi 
Kepentingan Pemerintah (Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2011-
2013), dibawah bimbingan M. Said Karim  selaku pembimbing I dan 
Nur Asiza selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk korupsi 
pengadaan barang dan jasa, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor 
yang menyebabkan korupsi pengadaan barang dan jasa, dan upaya-
upaya penanggulangannya di Kota Makassar. 
 
 Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, dengan lokasi 
penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar 
dan Pengadilan TIPIKOR Makassar. Menggunakan jenis penelitian dalam 
penulisan hukum ini adalah penelitian pustaka (library research) dan 
penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan 
dengan cara menjelaskan dan  menggambarkan kenyataan objek. Data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil 
studi pustaka.  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi 
pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu 2011-2013 tergolong 
meningkat tiap tahunnya. Adapun bentuk-bentuk korupsi pengadaan 
barang dan jasa yang terjadi di kota Makassar dengan cara yaitu dalam 
proses pengadaan barang dan jasa terkadang spesifikasi barang tidak 
sesuai dengan kontrak yang adat, terjadi Mark-up atau penggelembungan 
harga, anggaran untuk pengadaan barang atau jasa itu cair tetapi barang 
atau jasa tidak ada. Faktor-faktor penyebabnya yaitu a. Faktor Intern, 
antara lain: Lemahnya Iman dan moral pelaku, penghasilan yang kurang 
mencukupi, sifat manusia yang tamak dan serakah, gaya hidup yang 
konsumtif. b.Faktor Ekstern, antara lain: Adanya kesempatan,Sistem 
birokrasi yang berbelit-belit, Lemahnya penegakkan hukum. Upaya-upaya 
penanggulangan korupsi pengadaan barang dan jasa, antara lain: 
a.Tindakan Preventif, antara lain: -Pengawasan, Elektronik Procurenment 
(E- Procurenment) b.Tindakan Represif, yaitu penegakan hukum dengan 









HUTOMO ZULFIKAR Y. Haya (B111 10 485), Review of Crimes Against 
Corruption criminological Procurement of Goods and Services for the 
interests of the Government (Case studies in Makassar Year 2011-2013), 
under the guidance of M. Said Karim as a mentor I and II Nur Asiza as 
mentors . 
 
 This study aims to determine the forms of corruption in the 
procurement of goods and services, and to determine the factors that 
cause corruption in the procurement of goods and services, and mitigation 
efforts in Makassar. 
This study is located in Makassar, with research sites in the High Court of 
South Sulawesi, Makassar and Courts TIPIKOR Polrestabes Makassar. 
Using this type of research in the writing of this law is the research library 
(library research) and field research (field research), with a type of 
descriptive research is to analyze the data obtained from field studies and 
literature by explaining and describing objects reality. The data used is 
primary data collected directly from the object of research in the field and 
secondary data obtained from the literature. 
 
 The results showed that corruption in the procurement of goods 
and services belonging to the period 2011-2013 increased annually. As for 
other forms of corruption in the procurement of goods and services that 
occurred in the city of Makassar in a way that is in the process of 
procurement of goods and services often do not conform with the 
specification of goods contract is customary, there was a mark-up or mark-
up prices, the budget for the procurement of goods or services of the liquid 
but goods or services do not exist. The factors that cause a. Internal 
factors, among others: Weak Faith and moral actors, insufficient income, 
human nature is greedy and greedy, consumptive lifestyle. External 
b.Faktor, among other things: There is opportunity, bureaucratic system is 
convoluted, Weak law enforcement. The efforts of corruption in the 
procurement of goods and services, among others: Preventive 
a.Tindakan, among others:-Control, Electronic Procurenment (E-
Procurenment) b.Tindakan Repressive, namely law enforcement with strict 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang 
perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu 
negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain 
makin meningkat. Salah satunya dari kejahatan tersebut adalah tindak 
pidana korupsi.  
Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang 
merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti 
mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada 
seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai 
seseorang didalam jabatan umum secara tidak patut memperoleh 
keuntungan yang berdampak kepada diri sendiri maupun pihak lain.  
Perbuatan tindak pidana korupsi sering terjadi diberbagai 
lingkungan kerja  telah menjadi budaya yang sulit untuk diubah. 
Reformasi sudah bergulir sejak 1998 lalu dan sejak itu desahan untuk 
demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 
sudah bergema. Akan tetapi kenyataannya penanganan korupsi itu 
sampai hari ini belum memuaskan.   
Memberantas tindak pidana korupsi tidak mudah untuk 
dilakukan. Bukan saja pemerintah yang memiliki beban untuk 
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memberantas tindak pidana korupsi melainkan peran serta seluruh 
elemen masyarakat sangat perlu demi menyelamatkan cita-cita 
bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yang berkaitan dengan 
manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah 
suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat 
prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib 
Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum , Keterbukaan, 
Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan 
dalam penjelasan Pasal 3. 
Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk 
menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja 
melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan 
kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada 
dalam posisi yang sangat dirugikan.  
Pada dasarnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah 
pemberian fasilitas atau perlakuan istimewah para pejabat 
pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum 
yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya. Jadi jika praktek-
praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan 
3 
 
negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan 
keadilan dan kemakmuran. 
 Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan 
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 
maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai 
pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-
undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan 
kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat 
jahat yang terkandung dalam korupsi.  
Disamping itu untuk memajukan kesejahtraan umum yang 
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pemerintah 
berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk 
barang, jasa maupun infrastruktur. Untuk itu perlu pengadaan barang 
dan jasa.  
Pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat 
dilaksanakan secara efesien, efektif dan kompetitif maka pada tanggal 
6 Agustus 2010, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya di singkat Perpres No. 54 Tahun 
2010), tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 54 
tahun 2010 tersebut mencabut Keputusan Presiden No. 80 tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
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Instansi Pemerintah. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Akhirnya setelah tertunda selama beberapa bulan, pada 
tanggal 31 Juli 2012 Presiden menandatangani Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 
Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat dicermati 
dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan 
Barang dan Jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar. 
Kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar. Berdasarkan Bank 
Dunia (World Bank) bahwa setiap tahunnya lebih dari 10 Milyar Dollar 
Amerika atau sekitar 85 Triliun Rupiah anggaran Pemerintah pusat. 
Baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, 
dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa. 
(Amiruddin:2010:11)  
 Indonesia Procurement Watch  (IPW) menyatakan dari 385 
kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. 
Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek 
pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di 
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Indonesia. Kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus 
pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, di seluruh 
Indonesia dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 
persen.  
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana di kota 
Makassar, membuat rentan terjadi praktek  korupsi pengadaan barang 
dan jasa bagi pemerintah. Terlihat dalam temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Makassar 
mengemukakan kasus korupsi yang terjadi di Kota Makassar masih di 
dominasi masalah pengadaan barang dan jasa, setidaknya tercatat 
sekitar 80% kasus koprupsi di Makassar adalah kasus pengadaan 
barang dan jasa, dan selebihnya masalah penyalahgunaan 
wewenang.  
Melihat fenomena tersebut, untuk itu penulis memilih judul 
“Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan korupsi pengadaan 
barang dan jasa bagi kepentingan pemerintah (Studi kasus di 









B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk korupsi dalam pengadaan 
barang dan jasa di Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan korupsi 
pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar? 
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan korupsi pengadaan 
barang dan jasa di Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang harus dicapai dalam Penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk korupsi dalam pengadaan 
barang dan jasa di Kota Makassar.  
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
kejahatan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota 
Makassar. 
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan korupsi 
pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian yaitu: 
1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum 
pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program 
kekhususan praktisi pada khususnya. 
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2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat 
penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi 
terkait. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi 
masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap 
























  Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang 
berkembang pada tahun 1850, bersama dengan ilmu sosiologi, 
antropologi, dan psikologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi 
pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli 
antropologi Prancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos ilmu pengetahuan, sehinggal kriminologi 
dapat berarti ilmu tentang kejahatan.  
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut: 
1. Edwin H. Sutherland: 
Criminology is body of knowledge regarding delinquency and 
crimes as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial). 
2. W.A Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. 
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3. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menemukan factor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat. 
4. WME. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyilidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
Bonger (Topo Santoso, 2001:9) membagi Kriminologi ini menjadi 
kriminologi yang mencakup: 
a. Antropologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.  
b. Sosiologi criminal  
Ialah ilmu tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 
c. Psikologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan penjahat yang sakit jiwa dan sakit saraf. 
e. Penelogi  
Ialah Ilmu hukuman tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukum.  
 
Bonger (Topo Santoso, 2001:10) bembagi kriminologi Terapan 
sebagai berikut: 
a. Higiene Kriminal  
Ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. 
b. Politik Kriminal  
Ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 
telah terjadi dilihat dari sebab-sebab seorang ,melakukan 
kejahatan, karena factor ekonomi maka perlu diperbaiki adalah 
kesejahteraan masyarakat. 
c. Kriminalistik 
Ialah merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik 




Menurut George C. Vold (H.R Abdussalam, 2007: 5), 
mengatakan bahwa: 
Kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia 
dan juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan 
manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan 
masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang 
dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya 
itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat 
istiadat. 
 
Menurut Michel dan Adler (H.R Abdussalam, 2007 : 5), 
mengatakan bahwa : 
Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai 
perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka 
dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-
lembaga penerbit masyarakat dan oleh masyarakat. 
 
Menurut Edwin H. Shuterland (Topo Santoso, 2001 : 11) 
merumuskan pengertian kriminologi, sebagai berikut:  
Keseluruhan ilmu pengetahuan bertalian dengan perbuatan 
jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses 
perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap 
pelanggaran hukum.  
 
Berbeda dengan Sutherland, Paul Mudigno Mulyono (Topo 
Santoso, 2001 : 12) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. 
Lain dengan Soedjono. D (1976:24), berpendapat: 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai 
gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-




Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli 
diatas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud Kriminologi 
adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, 
perkembangan kejahatan, upaya-upaya penanggulangan kejahatan. 
B. Kejahatan  
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang 
dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian, 
penadahan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Sebagai 
mana yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1978:1). 
Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam undang-undang 
sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan tata hukum. 
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi 
pidana yang telahy diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan 
didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J,E Sahetapy 
(1989:11) kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-
undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang 
oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi 




Menurut A.S Alam (2002:1) defenisi kejahatan dapat dilihat dari 
dua sudut pandang, yaitu:  
1. Dari sudut pandang hukum 
Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum 
pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang 
perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
Contohnya: perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan 
penadahan. Dilihat dari definisi kejahatan menurut hukum, 
perbuatan itu bikan kejahatan, karena dalam perundang-
undangan pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat 
jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan 
lain-lainnya. 
2. Dari sudut pandang masyarakat 
Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup dimasyarakat. Contoh: bila seorang 
muslim minum minuman keras sampai mabuk, maka 
perbuatan itu merupakan kejahatan (dosa) dari sudut 
pandang hukum. 
Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983:17) merumuskan 
kejahatan: 
Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan 
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
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masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan 
penolakannya atas kelakuan itu atas bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. 
 
Frank Tannembaum (J.E Sahetapy, 1979:11) menyatakan, crime 
is eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada 
kejahatan.  
Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian 
dibawah ini sebagai berikut : 
a. Pengertian dari sudut pandang hukum  
Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap 
orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah 
jahat, seperti pencurian, penadahan, dan lain-lain yang 
dilakukan manusia. 
Menurut A. S. Alam (2002:3010), menyebutkan pengertian 
kejahatan dari sudut pandang hukum adalah sebagai berikut: 
Pandangan dari hukum adalah suatu perbuatan itu telah 
diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau suatu 
aturan pidana. 
b. Pengertian dari sudut pandang sosiologi 
Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena 
kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang 
menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis 
terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan 
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dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara 
variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan 
tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, 
golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok 
sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan 
proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta 
pertentangan kebudayaan , sosiologi politik, agama, ekonomi 
dan seterusnya. 
Kedua para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-
proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. 
Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli 
menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi 
konsepsi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi 
differentasial, kompenisasi, isentifukasi, konsepsi diri pribadi 
dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang 
menyebabkan seseorang menjadi penjahat. 
Untuk mengetahui pengertian kejahatan dapat dilihat dari 
beberapa pakar : 
R. Soesilo (1985:19) mengemukakan pengertian kejahatan 
sebagai berikut : 
 Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merupakan 
kejahatan hukum jika perbuatan itu bertentangan dengan 
asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum 
kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apa asas-asas 




A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan 2001:28) yang memberikan penjelasan mengenai 
kejahatan sebagai berikut: 
a. Segi Sosiologi 
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat 
dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. 
Masalahnya terletak pada perbuatan amoral yang dipandang 
sebagai objektif, yaitu dari sudut masyarakat dimana 
masyarakat dirugikan. 
b. Segi Psikologi  
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap 
pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan 
norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 
c. Segi Yuridis 
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum 
pidana. Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi 
perumusan ketentuan hukum pidana secara definite 
dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan. 
 
Menurut Hari Saheroji (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
2001:28) kejahatan diartikan sebagai berikut:  
a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-
Undang pada suatu waktu tertentu. 
b. Perbuatan yang dilakukan sengaja, 
c. Yang perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu 
perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta 
mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat 
dihukum oleh Negara. 
 
Beberapa defenisi kejahatan diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja, perbuatan yang merugikan orang lain, 




C. Tindak Pidana  
 1. Pengertian Tindak Pidana 
 Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau 
delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan straafbaarfeit 
yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan 
undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan 
kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid 
(1987:33), menyatakan bahwa : "Delik sebagai suatu perbuatan atau 
pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja 
atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan". 
Lebih lanjut menurut (Wirjono Prodjodikoro, 2003:59) bahwa :  
Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa 
Belanda strafbaarfeit atau dalam bahasa Asing disebut delict berarti 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan 
pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.  
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa 
delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang 
diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, 
mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang 
setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek 
dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan 
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hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini 
mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam 
KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek 
tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang 
termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan 
dan denda. 
Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan 
hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, 
timbulgejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh 
oknum, jelas masuk perumusan pelbagai delik. 
2.   Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan;  
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggungjawabkan 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) 
menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
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4. Unsur melawan hukum yang objektif 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2005:10) mengemukakan bahwa : 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri 
manusia, yaitu berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan 
yang dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Sedangkan (Tongat,2002 : 3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku 
(dader) yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" 
yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat 
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disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan 
di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. 
Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur 
objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. 
Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah 
akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara 
lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan 
Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang 
adalah akibat yang berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 
KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana 




2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) seseorang dapat dikatakan mampu 
bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 
tiga syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena 
juga mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan 
yang ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan Menurut Memorie van 
Toelicting (selanjutnya di singkat MvT) (Rusli Effendy, 
1989:80), dolus atau sengaja berarti menghendaki 
mengetahui (willensen wettens) yang berarti si pembuat 
harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus 
21 
 
mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja 
dibedakan atas tiga tingkatan yaitu : 
a. Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah 
motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya 
tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b. Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada 
kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti 
akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan 
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang 
dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan Menurut 
Memorie van Toelicting atas risalah penjelasan undang-
undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. 
Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, 
alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan 
pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan culpa 
sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau 
kurang hati-hati. 
Lebih lanjut (Rusli Effendy,1989:26) menerangkan bahwa 
kealpaan (culpa) dibedakan atas : 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
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timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah toh timbul juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara (Leden 
Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa :  
Yang dimaksud dengan opzet willens en weten 
(dikehendakidan diketahui) adalah seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus 
menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi 
atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. 
 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005 :25) 
mengemukakan bahwa kealpaan adalah : 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat 
menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu 
perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga 
terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui 
bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat 
yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila 
seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah 
mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya 
akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat 
mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai 
kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau 
tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan 
pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang 
menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam 
dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui 
bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
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D. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi 
untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian (Romli 
Atmasasmita, 1992 : 71) : Titik pandang secara makro 
(macrotheories). Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan 
dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik 
beratkan kejahatan pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomi dan 
teori konflik. 
Titik pandang secara mikro (microtheories) Titik pandang secara 
mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam 
masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat 
terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan terdapat 
pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu 
kejahatan. 
a. Bridging theories 
 Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan 
bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat. 
Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab 
kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian : ( A.S Alam, 2010 : 47-61) 
b. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)  
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada 
perkembangan teori ini yaitu : 
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1. Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan 
individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, 
bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut 
Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu 
itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi 
sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan 
pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku 
menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim 
memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang 
menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (intimacy) yang 
diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum(a 
common set of rules) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan 
dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan 
dengan harapan dan tindakan individu lainnnya. Hal ini jika terjadi 
secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun 
dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada 
pada kondisi anomi. 
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2. Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robet 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya 
perbedaan struktur dalam masyarakat (social structure). Pada 
dasarnya semua individu memiki kesadaran hukum dan taat pada 
hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan 
besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu 
kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial 
(social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial 
yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut. 
c. Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories) 
Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. 
Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan 
kekuatan sosial (social forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya 
memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah 
(lower class). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan 







Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor 
(B.Bosu : 1982), yaitu : 
1. Faktor pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau 
bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan 
karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia 
seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang 
tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan 
orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 
Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan 
32 tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa 
ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya 
mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan 
kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. 
Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 
tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks 
seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia 
telah memegang posisi kehidupan yang mantap, makamereka sering 





2. Faktor lingkungan 
Socrates (B. Bosu, 1982:24) “mengatakan bahwa manusia masih 
melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak 
nyata baginya.” Socrates menunjukkanbahwa pendidikan yang 
dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang 
sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada 
pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun 
akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang 
harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat 
maupun negara. 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan 
penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum 
pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan yang 
represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang 
terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai 
usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan 
menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. 
1. Upaya Pencegahan Kejahatan (preventif) 
Adapun alasan untuk mengutamakan pencegahan kriminalitas 
menurut Gosita antara lain adalah sebagai berikut: Tindakan 
pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. 
Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang 
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rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang 
merugikan penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang. Usaha 
pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha 
represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih 
besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada 
usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha 
pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri 
dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan 
rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban 
kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu 
di tempat gelap dan lain-lain. 
Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif 
seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum 
atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai 
bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu 
sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi 
structural yaitu penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi 
dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu 
system penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami 
penderitaan mental, fisik dan sosial.   
Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, 
kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung  jawab terhadap sesama 
anggota masyarakat Dengan demikian, usaha pencegahan dapat 
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membantu orang mengembangkan orang bernegara dan 
bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankandan 
mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi 
pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat 
yang adil dan makmur.  
Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain 
merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan 
sosial seseorang. Usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan 
dapat  berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. 
Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah 
perilaku kriminil, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) 
dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminil yang ada 
dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal 
(tidak merehabilitasi si pelaku kriminal).  
Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek 
perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan 
dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang 
utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan 
tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana 
orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi 
perilaku menyimpang (dikuatkan). 
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Tujuan pencegahan kriminalitas akan mempengaruhi penentuan 
kebijaksanaan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari suatu usaha 
pencegahan kriminalitas adalah antara lain mencapai masyarakat 
yang adil dan makmur (material dan spiritual). Dengan demikian maka 
tujuan tadi dapat meliputi : 
a. Pemeliharan kelestarian hidup bersama manusia 
b. Penjaminan kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap 
warga Negara. 
c. Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat 
d. Pengurangan penyimpangan perilaku warga negara dan 
yang berkuasa (politis, ekonomis, religius). 
Usaha pencegahan kriminalitas yang disamping memperhatikan 
perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat 
dianggap sebagai satu cara yang paling baik, meskipun 
pemantapannya adalah tidak mudah dan makan waktu. 
Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak 
langsung, menurut Gosita adalah sebagai berikut : 
Bersifat langsung: kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum 
terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang 
bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan: 
Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/kongkrit 
mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai 
sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam 
almari besi, dan lain-lain. 
Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas. 
Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminil dengan 
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perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, merubah 
bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah 
diawasi. 
Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial 
yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan 
sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang. 
Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan 
kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan 
si korban (si penipu dan korban penipuan). 
Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan 
berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan/ 
penarikan Undang-Undang cek kosong berdasarkan 
pertimbangan menghambat perekonomian. 
 
Bersifat tidak langsung: kegiatan pencegahan yang belum dan 
atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain: 
Penyuluhan penyadaran mengenai: tanggung jawab bersama 
dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap 
harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau 
orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas; akibat 
kriminalitas. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman. 
Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang 
memenuhi keperluan pisik, mental dan sosialnya. Penimbulan kesan 
akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan 
dilakukan dan obyek.  
Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas 
dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut : 
a. Perbaikan system pengawasan. 
b. Perencanaan dan disain perkotaan. 
32 
 
Kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misalnya pemberian 
kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi 
keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan; 
mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan 
kriminil, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar. 
Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas 
dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut: 
a.  Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan 
hukum. 
b.  Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku 
kiminil. 
c.   Patroli polisi untuk pencegahan. 
d.   Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas. 
e.   Pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha- 
usaha pencegahan. 
f.   Peningkatan/pengadaan program asuransi. 
g.   Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan. 
Hasil/ akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku 
sebelum kriminalitas dilakukan adalah antara lain: 
a. Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan. 
b. Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi,   
pengadilan dan organisasi pembinaan. 
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c. Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada 
kebebasan penduduk; dan pengurangan pengeluaran untuk 
kegiatan kriminil. 
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (represif)  
Romli Atmasasmita (1992:67) mengemukakan bahwa: 
Tidaklah dapat disangkal kiranya, bahwa pembahasan perihal 
segi kriminologi terhadap usaha penanggulangan masalah kejahatan 
(dengan berlandaskan kepada pendapat para Kriminoloog 
terdahulu),tiada lain adalah membahas masalah reaksi masyarakat 
terhadap masalah kejahatan. 
 
Pembahasan mengenai masalah reaksi masyarakat dimaksud, 
pada hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada perkembangan 
kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap 
masalah kejahatan yang tumbuh dalam masyarakat. 
Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi 
Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya 
secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan 
masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan (treatment-
method) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitip 
terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya 
metode perlakuan (treatmentmethod) sebagai bentuk baru dalam 
usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk 
pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti 




Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime 
prevention) yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara 
yang telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem yakni 
melalui: 
Cara moralistic: dilaksanakan dengan penyebar-luasan ajaran- 
ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan 
sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. 
Cara abolionisti: berusaha memberantas, menanggulangi 
kejahatan dengan memberantas sebab musababnya. 
Masalah crime and crime causation ini, dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa pada hakekatnya, yang menjadi obyek crime 
prevention itu adalah: kejahatan dan para pelaku kejahatan (the crime 
and the criminal) agar tidak melakukan kejahatan (mengulangi 
kejahatan dan agar orang lain tidak menjadi korban dari kejahatan 
yang dilakukan oleh the criminal. 
E. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
Korupsi berasal dari kata Latin “Corruptio” atau “Corruptus” yang 
kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “Corruption”, 
dalam bahasa Belanda “Korruptie” dan selanjutnya dalam bahasa 
Indonesia dengan sebutan “Korupsi” (Dr.Andi Hamzah, S.H., 1985 
:143). Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk (John M. Echols 
dan Hassan Shadily, 1977: 149), sedangkan A.I.N Kramer ST. 
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menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi (A.I.N. 
Kramer ST, 1997: 62). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti 
suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap. 
(Darwin 2002: 1). 
Meskipun kata coruptio itu luas sekali artinya, namun sering 
coruptio dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti dalam 
ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977).  
 “corruption (L. corruptio (n-) The act of corrupting, or the 
state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid 
matter; moral perversion;depravity, pereversion of integrity; 
corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a 
state of purity; debasement, as of a language; adebased 
from of a word” (The Lexicon 1978) 
 
Disebutkan pada niet ambtelijk corruptie (korupsi bukan oleh 
pejabat), karena di negeri Belanda telah ada undang-undang (Wet van 
23 November 1967, Stbl 565) yang mengancam pidana terhadap 
penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai negeri (artikel 328 ter 
Ned. W.v.S). 
Istilah Korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum 
Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor 
Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. 
Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 
24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan 
Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan 
digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 
16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 dan akan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian (16 
Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. 
Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam 
pembendarahan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh 
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: ”Korupsi 
ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang spgok dan sebagainya” (Poerwadarminta :1976) (Andi Hamzah 
:1984: 10). 
Dengan pengertian secara harfiah itu dapat ditarik suatu 
kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah 
sangat luas artinya.  
Seperti yang disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, 
korupsi itu suatu hal yang buruk dengan berbagai macam ragam 
artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. 
Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap 
masalah korupsi bermacam ragam pula, dan artinya sesuai pula dari 
segi mana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologis 
misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas 
dalam bukunya The Sociologi of corruption, akan lain artinya kalau 
kita menggunakan pendekatan normatif, begitu pula dengan politik 
37 
 
ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan nepotisme dalam 
kelompok korupsi dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau 
teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk 
itu), yang tentulah hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum 
pidana. (Andi Hamzah  :1984: 10) 
J.S. Nye dalam artikelnya corruption and political Development; a 
cost benefit analysis mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut : 
Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas 
yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan 
pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang 
atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan 
melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. 
Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan 
hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam 
posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan 
perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah 
atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan 
penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber 
daya milik untuk manfaat pribadi (Hamid, 1999:23). 
 
Menurut Syeh Hussain Alatas (Alatas, 1980:11) makna korupsi 
dari sisi pandang sosioligis adalah sebagai berikut: 
Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri 
menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang 
dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian 
istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. 
 
 
 Selanjutnya Alatas (Alatas, 1980:11) menambahkan bahwa: 
Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan 
sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok 
politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur 
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pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun 
konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang 
dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya 
empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, 
yakni penyuapan, pemeresan, nepotisme dan penggelapan  
 
Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan 
oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya Corruption Tradition and 
Change Indonesia (Mubyarto, 1980:60), mengatakan sebagai berikut: 
Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering 
sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia 
menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata 
generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada 
umumnya ..., korupsi mengurangi dukungan pada 
pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan 
kabupaten  
 
Mulan mengemukakan pendapatnya (Pradjohamidjojo, 2001:8), 
tentang pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan 
pemerintahan sebagai berikut : 
Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia 
menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk 
melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas 
jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya 
seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti 
menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan 
yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum 
yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan  
 
Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang 
tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau 
pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (public 
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interest) .Carl J Fredrich dalam artikelnya (Rahardjo, 1998:6) political 
pathologi melukiskan korupsi sebagai berikut: 
Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang 
pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan 
sesuatu: yaitu seorang petugas (fungsionaris) dan penguasa 
kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara 
melanggar hukum guna mengambil tindakan yang 
menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian 
merugikan kepentingan umum  
 
Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich 
adalah tindakan terrsebut merusak kepentingan masyarakat luas, 
hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya 
menguntungkan seseorang secara pribadi saja. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) 
unsur-unsur korupsinya adalah: 
1. Setiap orang; 
2. Secara melawan hukum; 
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu 
korporasi; 





Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, unsur-unsur korupsinya adalah: 
1. Setiap orang; 
2. Dengan tujuan; 
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 
4. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
 Berikut adalah beberapa pendapat pakar hukum tentang unsur-
unsur tindak pidana: 
1. Andi Hamzah 
Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai 
berikut. 
a. Melawan hukum. 
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. 
c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui 
atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk 
menyusun dakwaan tidak perlu dimulai dengan melawan 
hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua yaitu 
perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik 
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diatas perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan 
seterusnya” dan akibatnya adalah “kerugian negara dan 
seterusnya”, disusul dengan “melawan hukum” yang dapat 
diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa hak untuk menikmati 
hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 
Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu “tidak 
mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik 
penipuan (Pasal 378 KUHP). 
Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi 
sama dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah 
mengerti maksud kata-kata itu. Para pakar berpendapat alas an 
peniadaan pidana (strafuitslui tingsgrond) tidak perlu disinggung 
dalam dakwaan tidak adanya alas an pemaaf itu. Dalam hukum 
pidana dikenal sebagai alasan pemaaf. 
Delik korupsi tercantum dalam pasal 1 ayat (1) sub b UUPTPK 
yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
badan; 
b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan 





Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut. 
a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lainatau 
suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa 
saja, misalnya  mengambil memindahbukukan, menandatangani 
kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya. 
b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” disini 
diartikan secara formil dam materiil. Unsur ini perlu dibuktikan 
karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. 
d. Perbuatan itu secara langsung dan tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan/ atau perekonomian negara, atau 
perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat 
bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara. (Evi Hartanti: 2009:18). 
F. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 
“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 
untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 





2. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa 
Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 







f. adil/tidak diskriminatif; dan 
g. akuntabel 
Dalam penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa: 
Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, 
keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan 
Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. 
a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan 
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk 




b.  Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 
c.  Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi 
mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat 
diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang 
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. 
d.  Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh 
semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi 
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas. 
e.  Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan 
melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin 
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi 
persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang 
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang 
mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 
Pengadaan Barang/Jasa. 
f.  Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang 
sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak 
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, 
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 
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g.  Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan 
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 
Berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 BAB VI 
Pasal 35 ayat (2), Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 
a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan 
Sederhana; 
b. Penunjukan Langsung;  
c. Pengadaan Langsung; atau 
d. Kontes/Sayembara 
Sedangkan berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 
Pasal 35 ayat (3), menyatakan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi 
dilakukan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d. Penunjukan Langsung; atau 










A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah: 
1. Polrestabes Makassar. 
2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar. 
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar.  
Alasan penulis memilih tempat tersebut karena instansi tersebut 
yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai 
korupsi pengadaan barang dan jasa bagi kepentingan pemerintah di 
Kota Makassar. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah 
tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak 
lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, 






1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai 
literatur yakni, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya 
yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 
melakukan teknik Interview (wawancara) yakni peneliti melakukan 
tanya jawab secara langsung kepada pihak, Penyidik Polda Sulawesi 
Selatan, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri 
Makassar dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Makassar guna memperoleh data yang akurat.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data 
yaitu : 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini seperti, Penyidik Polda Sulawesi Selatan, Jaksa penyidik 
dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim pada 




2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam 
penulisan skripsi. 
D. Analisis Data 
Dari data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut 
dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk-Bentuk Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di 
Kota Makassar 
 Korupsi sudah bukan lagi hal yang asing ditanah air kita. Korupsi 
seakan-akan menjadi budaya baru yang tidak dilarang dalam hukum 
negara. Kita bisa melihat pada koruptor hidup bergelimangan harta, 
bisa masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat 
dihormati mereka juga akan menduduki status sosial yang tinggi 
dalam masyarakat. Fenomena ini sangat memperihatinkan, sehingga 
tidak mengherankan dikalau korupsi menjadi suatu kejahatan yang 
semakin banyak dilakukan hampir disemua sektor dan melibatkan 
semua kalanngan, salah satunya dalam pengadaan barang dan jasa. 
Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan 
Negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat pembangunan 
nasional. Salah satu lahan yang paling subur adalah pengadaan 
barang dan jasa. Korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi 
bukannya semakin berkurang, namun sebaliknya semakin bertambah. 
Korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa bukan hanya 
terjadi di tingkat pusat, namun juga telah menyebar ke daerah-daerah. 
Salah satunya adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan 




Jumlah Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Ditangani 
Oleh Kejakasaan Tinggi Sulawesi Selatan 
Tahun 2011-2013 
NO TAHUN 
JUMLAH KASUS KORUPSI 
PENGADAAN BARANG DAN 
JASA DI PROV. SUL-SEL  
JUMLAH KASUS KORUPSI 
PENGADAAN BARANG 
DAN JASA DI KOTA 
MAKASSAR  
1 2011 6 2 
2 2012 15 1 
3 2013 18 2 
 Sumber: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan kasus yang ditangani pada 
tahun 2011 terdapat 6 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa 
dan 2 diantaranya terjadi di Makassar. Kemudian pada tahun 2012 
terdapat 15 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dan 1 
diantaranya terjadi di Kota Makassar, dan pada tahun 2013 terdapat 
18 perkara dan 2 diantaranya terjadi di Kota Makassar. Jika kita lihat 
dari jumlah perkara mulai tahun 2011 sampai 2013 yang terjadi di 
lingkup Provinsi terjadi kenaikan setiap tahunnya dan yang terjadi di 
Kota Makassar berjumlah 5 perkara, hal ini terlihat dari jumlah perkara 
tiap tahunnya yaitu 2 perkara di tahun 2011, 1 perkara di tahun 2012 
dan 2 perkara di tahun 2013.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah waktunya Indonesia lebih 
fokus lagi dalam menanggulangi penyakit yang namanya korupsi yang 
sangat merugikan bangsa ini tanpa pandang bulu. Saat ini kita dapat 
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merasakan dampak yang begitu dahsyat dari korupsi yang semakin 
menggerogoti bangsa ini seperti dana yang seharusnya digunakan 
untuk membangun dan memajukan bangsa ini sebagian besar dikorup 
oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang disebut 
koruptor.  
Dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak 
pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. 
Dalam UU PTPK setidak-tidaknya dapat diidentifikasi 7 (tujuh) bentuk 
tindak pidana korupsi, yaitu:  
1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum 
atau penyalagunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3), 
2. Suap (Pasal 5,6,11,12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13), 
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10), 
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g), 
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan 12 huruf h), 
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), 
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan 12 C) 
 Dalam kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang 
menjadi obyek penelitian, dijumpai bahwa pada umumnya para 
pelaku didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Kedua 
pasal ini dikelompokkan kedalam bentuk tindak pidana yang 
merugikan keuangan negara yaitu:  
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a) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan 
b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan. 
 Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 17 April 2014 
dengan Kepala Unit TIPIKOR POLRESTABES Makassar, AKP. 
Balollahi. S.H, yang mengemukakan beberapa modus operandi 
dalam tindak pidana pengadaan barang dan jasa di Kota Makassar. 
Secara umum ada 3 bentuk-bentuk atau modus operandi yang lazim 
ditemukan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pengadaan 
barang dan jasa di Kota Makassar yaitu: 
a. Dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang 
spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. 
b. Terjadi Mark-up atau penggelembungan harga. 
c. Anggaran untuk pengadaan barang atau jasa itu cair tetapi 
barang atau jasa tidak ada.   
 Berdasarkan wawancara pada tanggal 14 Mei 2014 dengan Andi 
Mulia Fitri. S.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan mengemukakan bahwa, ada 18 bentuk modus operandi 
terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, antara 
lain yakni:  
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1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat untuk membujuk 
pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan barang dan 
jasa dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan 
harga atau nilai kontrak dan pengusaha tersebut memberikan 
uang kepada pejabat daerah tersebut. 
2. Pengusaha mempengaruhi pejabat daerah untuk mengintervensi 
proses pengadaan barang dan jasa agar rekanan tertentu 
dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga 
barang dinaikkan (mark-up) kemudian selisihnya dibagi-bagikan. 
3. Panitia pengadaan barang dan jasa membuat spesifikasi barang 
yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka 
memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga 
barang atau nilai kontrak. 
4. Pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan 
dan menggunakan dana/ anggaran yang tidak sesuai dengan 
peruntukkannya kemudian mempertanggungjawabkan 
pengeluaran tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang fiktif 
(tidak benar). 
5. Pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan 
dana/ anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau koleganya 
kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut 
dengan menggunakan bukti-bukti yang fiktif atau kegiatan yang 
fiktif.   
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Pengadaan Barang 
Dan Jasa. 
Untuk dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dalam 
penanggulangan korupsi terutama dalam pengadaan barang dan 
jasa, terlebih dahulu perlu diketahui faktor pemicu terjadinya korupsi 
itu sendiri. Secara umum, paling tidak ada 3 (tiga) penyebab 
mudahnya proyek pemerintah disusupi koruptor: 
1) Dana sangat besar yang digolontorkan untuk mewujudkan 
proyek menjadi penggoda yang dahsyat untuk menggundang 
para koruptor. 
2) Jumlah data yang besar tersebut ternyata dilengkapi dengan 
pengurusan rencana proyek pemerintah yang tidak jelas dan 
tertutup. Penentuan persyarakatan untuk mendapatkan proyek 
pun berada di genggaman pejabat pemerintah. Kekuasaan 
untuk menentukan syarat apa yang perlu dibawa oleh calon 
penawar proyek pemerintah akhirnya dimonopoli sepihak oleh 
sang pejabat. Sayangnya, kekuasaan dan kewenangan 
monopoli persyaratan itu tak dijalankan sebagaimana mestinya. 
Oknum pejabat pemerintah dan panitia pengadaan barang dan 
jasa pemerintah menjelma menjadi koruptor yang mengatur 
ritme mengenai siapa mendapat proyek tertentu. Disamping itu, 
merahasiakan informasi tender atau lelang, mengatakan ada 
keadaan mendesak sebagai alasan untuk menunjuk pengusaha 
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tertentu sebagai pelaksana proyek, menyatakan pengusaha 
tidak memenuhi standar atau kualifikasi, dan menerima suap 
adalah modus koruptif yang disediakan oleh pejabat 
pemerintah untuk mengendalikan siapa mendapat apa.  
3) Laku koruptif pejabat pengadaan proyek pemerintah ternyata di 
sisi lain bertemu dengan “pengusaha hitam” atau asosiasi 
“pengusaha buruk”. Di sela penjamuan dua pihak tersebut 
diselipkan juga kepentinggan picik yang saling menguntungkan 
mereka.  
 Menurut hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2014 dengan  M. 
Zubair. S.H., selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan   
mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi dalam 
pengadaan barang dan jasa di kota Makassar 
1. Factor intern, yaitu faktor dari dalam pelaku korupsi itu sendiri 
yang bisa berupa:  
a. Lemahnya Iman Dan Moral Pelaku. 
 Rendahnya kadar keimanan dan moral seseorang bisa membuat 
seseorang ataupun pegawai terjebak dalam pengabdian yang buruk 
sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal dan 
terkadang lebih mengutamakan egonya dan mengorbankan 
kepentingan orang banyak dengan cara melakukan korupsi.  
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 Semua agama melarang pemeluknya untuk mengambil sesuatu 
yang bukan menjadi haknya terlebih korupsi yang sangat merugikan 
banyak orang. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaku korupsi atau 
koruptor semakin bertambah, hal ini menunjukkan bahwa pelakunya 
tidak mengindahkan ajaran agama atau dengan kata lain pelaku 
korupsi tidak mempunyai iman yang kuat sehingga ia tidak 
mempunyai rasa takut lagi kepada Tuhannya. Memang tidak ada 
standarisasi dalam menentukan kadar iman atau moral seseorang. 
Seseorang yang secara fisik Nampak religius belum tentu dapat 
dapat dikatakan sebagai orang yang beriman kuat atau moralnya 
baik, akan tetapi dapat dikatakan bahwa seseorang yang imannya 
kuat dan moralnya baik tidak akan merampas hak orang dengan 
cara tidak dibenarkan agama atau dengan kata lain seseorang yang 
imannya kuat akan mencari materi dengan cara yang diperintahkan 
Tuhannya. Sedangkan korupsi perbuatan mengambil uang Negara 
yang tentunya merugikan banyak pihak. Dengan demikian seorang 
pegawai tidak dibentengi diri dengan ajaran dan pemahaman agama 
yang kuat cenderung lebih mudah melakukan korupsi terlebih jikalau 
ada kesempatan sebaliknya jika pegawai atau pejabat yang 
mempunyai iman dan moral kuat tentu akan dapat membentengi diri 
dari keinginan-keinginan untuk mengambil uang Negara meski ada 




b. Penghasilan Yang Kurang Mencukupi 
 Penghasilan seseorang yang kurang mencukupi terkadang 
memaksa seseorang untuk mencari sumber atau penghasilan 
tambahan, akan tetapi sayangnya penghasilan tambahan ini 
terkadang tidak dilakukan dengan cara yang legal baik menurut 
agama maupun menurut hukum Negara. Penghasilan yang tidak 
memadai sering kali memicu seorang pegawai melakukan perbuatan 
korupsi. 
c. Sifat manusia yang tamak dan serakah. 
 Korupsi terjadi karena sifat tamak manusia untuk hidup 
berlebihan dan tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dalam 
terminologi umum, serakah atau tamak adalah orang yang selalu 
merasa kekurangan padahal nyatanya sudah berkelebihan.  
 Orang serakah biasanya menginginkan agar dirinya memiliki 
sesuatu paling banyak. Kenginginannya itu tidak pernah berhenti. 
Apa yang sudah dimiliki, sekalipun sudah terlalu banyak, masih 
selalu dirasa kurang, dan karena itu masih ingin berusaha 
menambahnya. Puncak dari keserakahan atau ketamakan adalah 
menghalalkan segala cara asal tercapai tujuan pribadi. Diperparah 
diperperah lagi dengan mental serakah dan tamak yang membuat 





d. Gaya hidup konsumtif. 
 Korupsi dapat didorong oleh gaya hidup yang konsumtif, 
misalnya demi menjaga gengsi dan gaya hidup yang tinggi, seorang 
pegawai melakukan korupsi. Untuk memperoleh apa yang 
diinginkannya, seorang pegawai terdorong untuk melakukan korupsi 
apabila ada kesempatan untuk melakukannya.  
2. Faktor ekstern  
a. Adanya kesempatan (opportunity) 
 Kesempatam merupakan salah satu faktor seorang pegawai 
untuk melakukan korupsi. Seorang pegawai yang pada awalnya tidak 
memiliki niat untuk melakukan korupsi akan cenderung melakukan 
korupsi begitu melihat adanya kesempatan yang ada. Kesempatan 
itu sangat erat kaitannya sistem di negeri ini, salah satunya adalah 
sistem pengawasan yang tidak ketat yang dapat memunculkan 
potensi korupsi.  
b.  Sistem birokrasi yang berbelit-belit 
 Sistem birokrasi di Indonesia yang cenderung lamban dan 
berbelit-belit merupakan peluang besar bagi seseorang untuk 
melakukan korupsi. Fungsi birokrasi yang seharusnya mampu 
menjadi pelayan publik tidak berjalan dengan maksimal, bahkan 
sebaliknya dijadikan sebagai peluang oleh para pejabat publik untuk 
meraih keuntungan. Sebagai contoh, dalam pengurusan SIM (surat 
izin mengemudi) yang prosedurnya cukup berbelit-belit dan 
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memakan waktu. Hal ini membuat masyarakat semakin terbebani 
baik dari segi finansial dan waktu, sehingga sebagian masyarakat 
menempuh jalur pintas yaitu dengan menggunakan uang pelicin 
untuk melancarkan urusannya.  
 Birokrasi yang tidak efektif dan efisien merupakan pemicu utama 
tumbuh suburnya birokrasi yang korup. Birokrasi yang seharusnya 
merupakan pelayanan publik seringkali disalah gunakan oleh pejabat 
sebagai ajang menjual jasa kepada masyarakat sehingga hampir 
semua pos yang dilalui dalam pengurusan dokumen, masyarakat 
dikenakan biaya.  
c.   Proses Penegakan Hukum Yang Lemah 
 Lemahnya penegakan hukum dari sisi penjatuhan sanksi pidana 
belum menimbulkan aspek jera bagi pelaku korupsi. Salah satu 
penyebabnya adalah sanksi yang diberikan pada pelaku korupsi 
belum maksimal atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Secara 
substansial, Indonesia telah memiliki undang-undang yang tergolong 
lengkap. Namun penegakan hukum masih lemah. Lemahnya 
penegakan hukum di Indonesia tak lain penyebabnya karena karena 
penegakan hukum itu sendiri. Memburuknya kondisi penegakan 
hukum di Indonesia menimbulkan pesimisme di masyarakat. Hal ini 
semakin mendorong sikap apatis bagi penegakan hukum. Jika sudah 
demikian maka para pelaku korupsi semakin leluasa untuk 
memanfaatkan peluang dan jabatannya guna memperkaya dirinya. 
60 
 
 Disamping faktor-faktor diatas, ringannya sanksi yang diberikan 
kepada pelaku korupsi berakibat kepada tidak jeranya pelaku korupsi 
itu sendiri. Salah satu fungsi hukuman yaitu sebagai alat penjera 
atas tindakan-tindakan penyelewengan dan pelanggaran yang 
dilakukan oleh pejabat atau masyarakat. Akan tetapi hukuman 
sebagai alat penjera nampaknya tidak berlaku kepada koruptor 
sehingga dapat kita lihat hasilnya yang mana pelaku koruptor tidak 
berkurang melainkan semakin bertambah dari tahun ke tahun 
dengan berbagai modus atau dengan kata lain pemberantasan 
korupsi tidak berjalan maksimal.   
 Dari hasil wawancara tersebut dan hasil penelitian yang 
dilakukan selama berada di lapangan dapat diketahui bahwa korupsi 
tidak hanya dipengaruhi oleh kenginginan atau sifat dari pelakunya 
sendiri akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor luar dimana pelaku 
korupsi yang sebenarnya tidak ingin melakukan, akan tetapi karena 
sistem birokrasi yang membuatnya terpaksa melakukannya, seperti 
birokrasi yang terkesan berbelit-belit mendorongnya untuk 
memberikan uang pelicin agar semua urusan bisa menjadi lebih 
cepat. 
 Bila dilihat dari dampak ringannya hukuman bagi koruptor, dapat 
dikatakan bahwa supremasi hukum masih berjalan ditempat. 
Menurut Yopi Haya S.H, M.Kn Selaku Lawyer dan Konsultan Hukum 
di Kota Makassar menjelaskan bahwa salah satu problem mendasar 
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mengapa supremasi hukum di Indonesia berjalan sagnan adanya 
praktik “mafia peradilan” yang berjalan sistemik dan melibatkan 
sebagian besar penegak hukum di Indonesia. Setidaknya ada 4 
(empat) modus operandinya: 
1. Penundahan pembacaan putusan oleh majelis hakim. 
Penundaan ini menyiratkan maksud tertentu bahwa sejatinya 
hakim membutuhkan sesuatu untuk mempercepat proses 
pengadilan suatu perkara. 
2. Manipulasi fakta hukum. Dimana seorang hakim sengaja tidak 
memberi penilaian terhadap suatu fakta atau bukti tertentu 
sehingga putusannya menjadi ringan atau bahkan bebas. 
3. Manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang 
tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan. Majelis hakim akan mencari peraturan hukum 
tersendiri sehingga fakta-fakta hukum dapat ditafsirkan berbeda 
untuk memperoleh keputusan hukum seringan-ringannya. 
4. Pencarian atauran perundang-undangan oleh majelis hakim, 
supaya dakwaan jaksa dapat beralih ke pihak lain atau upaya 








C. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi Pengadaan Barang Dan 
Jasa  
 Berbagai upaya dilakukan setiap pimpinan negeri ini untuk 
memberantas korupsi, salah satunya dengan membuat beberapa 
regulasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, namun upaya 
ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Karena regulasi yang 
dibuat tidak dibarengi dengan daya kerja dan daya paksa yang 
maksimal. Oleh karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi 
pemimpin bangsa ini lebih fokus lagi dalam pemberantasan korupsi 
agar pembangunan di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan 
rencana, dengan demilkian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai. Salah satu cara 
yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan 
daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang 
ada, baik melalui penegakkan hukum pidana Maupin penegakkan 
hukum perdata. 
 Pemberantasan korupsi dibidang barang dan jasa juga 
merupakan salah satu yang diproritaskan mengingat sebagian besar 
kasus korupsi merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. 
Terkait dengan hal tersebut pemberantasan dalam korupsi 
pengadaan barang dan jasa idealnya dimulai dari intern kalangan 
birokrasi itu sendiri. Proses pengadaan barang dan jasa harus 
berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian panitia 
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pengadaan akan menjalankan proses yang benar sesuai ketentuan 
yang diatur dalam perpres, seperti pembelian barang harus 
transparan dan barang yang akan diadakan benar-benar merupakan 
kebutuhan bukan sekedar diada-adakan hanya untuk menghabiskan 
anggaran. 
 Jikalau proritas dari para pejabat pemerintah adalah 
menghabiskan anggaran tanpa mengadakan perencanaan yang 
matang, maka tentunya hutang bangsa ini tidak akan berkurang 
apalagi lunas melainkan akan terus bertambah. Hal ini tentunya bisa 
berakibat fatal salah satunya bisa mengancam integritas bangsa ini, 
karena kenyataannya ketika secara ekonomi kita tidak bisa merdeka 
dari tekanan-tekanan dari negara yang lebih berkuasa. Untuk itu 
mengimplementasikan Peraturan Presiden pengadaan barang dan 
jasa instansi pemerintah sudah seharusnya dilakukan. Dengan 
demikian setiap pengadaan barang dan jasa harus melalui tender 
terbuka dengan melakukan proses penawaran dan tender secara 
keseluruhan harus dimuat dikoran maupun media elektronik seperti 
internet, baik untuk proyek di daerah maupun proyek yang berskala 
nasional.  
 Upaya penanggulangan korupsi pengadaan barang dan jasa 






  Menurut wawancara pada tanggal 17 April 2014 penulis 
dengan Kepala Unit TIPIKOR POLRESTABES Makassar, AKP. 
Balollahi. S.H, upaya penanggulangan dengan metode 
pencegahan, antara lain:  
a. Pengawasan 
  Pada dasarnya hakikat pengawasan adalah untuk mencegah 
sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan 
kegagalan, serta agar pengadaan dilaksanakan secara efisien, 
efektif, hemat dan tertib. Pengawasan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah merupakan tanggung jawab setiap pimpinan dan 
instansi pemerintah yang terkait pengadaan. Hal tersebut 
dilakukan agar: 
1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional, bersih 
dan bertanggung jawab. 
2. Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan 
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 
  Bentuk daripada pengawasan diatas, meliputi pengawasan 
intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah 
pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada suatu 
organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi itu juga, 
sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh orang/unit yang berada diluar suatu organisasi 
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yang hasilnya ditunjukkan kepada pihak yang mempunyai 
kepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat juga 
digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. 
  Salah satu contoh pengawasan eksternal adalah 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan 
masyarakat sendiri memuat makna ganda, yakni keterlibatan 
secara luas dan dalam arti sempit. 
b. Electronik Procurement (E- Procurement) 
  Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan 
barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-
pura melakukan proses yang trasnparan dengan pengaturan 
orang dalam. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan proses 
yang terbuka melalui E- Procurement atau proses tender dengan 
cara online melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan 
dari banyak pihak. E- Procurement sebagai sebuah sistem lelang 
dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan sarana 
teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan  E- 
Procurement, proses lelang dapat berlangsung efektif, efesien dan 
terbuka, bersaing dan transparan, adil/tidak diskriminatif, dan 
akuntabel, sehingga diharapkan dapat meminimalisir praktek 
curang dalam proses lelang yang dapat merugikan keunagan 
negara. Adapun dasar hukum E- Procurement adalah Pasal 106 




  Yaitu penanggulangan korupsi dengan cara penggunaan 
sanksi yang tegas, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum 
pidana: 
a. Untuk menakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan 
perbuatan tidak baik. 
b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan 
yang tidak baik agar menjadi baik dan dapat diterima kembali 
kedalam kehidupan lingkungannya. 
 Dalam tindak pidana korupsi terdapat macam-macam sanksi 
yang diterapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 
Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua macam sanksi pidana yang 
dapat dikenakan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu pidana pokok 
dan pidana tambahan. Pidana pokok pada undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi ini antara lain: 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana denda.  
 Pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan jika 
memenuhi syarat sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “ 
Dalam hal tindak pidana korupsi tertentu, pidana mati dapat 
dijatuhkan”. Keadaan tertentu dalam pasal ini adalah seperti yang 
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terdapat dari penjelasan dari undang-undang ini mengatakan bahwa 
“ yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini sebagai 
pemberataan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan dalam waktu negara dalam bahaya sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu bencana alam 
nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada 
waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi moneter. 
 Pidana penjara dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 2 
ayat (1), pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001. Dari 
keseluruhan ketentuan tersebut ditentukan bahwa lamanya pidana 
penjara dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi adalah paling 
sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan hukuman 
denda diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 
Tahun 2001. Pidana denda dapat dijatuhkan sebagai bentuk pidana 
yang sifatnya kumulatif, yaitu merupakan kumulasi antara pidana 
penjara dan denda. Pidana denda dalam undang-undang ini 
ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000.,00 dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00. 
 Pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi terdapat dalam 
pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 
2001 ayat 1 yang berbunyi: 
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a.  Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk 
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 
perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi 
dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang 
tersebut. 
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi. 
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 
1 tahun. 
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, yang telah 
atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 
 Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi dalam pengadaan 
barang dan jasa diatur dalam pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010, 
menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa 
yang dapat dikenakan sanksi adalah: 
a. Berusaha mempengaruhi UPL/Pejabat Pengadaan/pihak lain 
yang berwenang dalam bentukdan cara apapun, baik langsung 
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang 
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah 




b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain 
untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/ menghambat/ 
memperkecil/ dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan 
atau merugikan orang lain. 
c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau 
keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen 
Pengadaan. 
d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima 
oleh ULP/ Pejabat Pengadaan. 
e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak 
secara bertanggung jawab dan/atau; 
f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaikan dalam 
pengguna barang dan jasa produksi dalam negeri. 
 Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut 
diatas, dikenakan sanksi berupa: 
a. Sanksi administratif; 
b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; 
c. Gugatan secara perdata; dan atau/ 
d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 
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 Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang 
disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan 
sebagai pemenang dan dimaksukkan dalam daftar hitam. 
 Adapun sanksi apabila ditemukan pelanggaran dan/atau 
kecurangan dalam pengadaan Barang/Jasa maka UPL: 
a. Dikenakan sanksi administratif 
b. Dituntut ganti rugi; dan/atau 
c. Dilaporkan secara pidana. 
 Menurut wawancara pada tanggal 17 April 2014 penulis dengan 
Kepala Unit TIPIKOR POLRESTABES Makassar, AKP. Balollahi. 
S.H, pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:  
a. Merumuskan delik yang mungkin terjadi dalam pengadaan 
barang dan jasa secara jelas dan tegas disertai dengan 
sanksi yang tegas  
b. Menyatakan dengan tegas bahwa pelanggaran pidana dalam 
undang-undang pengadaan barang dan jasa dikualifikasikan 
sebagai tindak pidana korupsi 
c. Hukum acara yang mengikuti Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 Menurut penulis, Korupsi semakin marak terjadi dikarenakan 
sistem pengawasan yang lemah dan sanksi hukum yang tidak tegas 
yang berdampak pada tidak adanya efek jera pada para pelaku 
korupsi. Selama pengawasan dan sistem belum diubah maka 
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pemberantasa korupsi masih jauh dari yang kita harapkan dan 
selama pengusa masih memberikan peluang kepada para koruptor 
untuk menggerogoti kekayaan bangsa ini, kesejahtraan rakyat dan 
kejayaan bangsa ini hanya mimpi belaka. Peluang tersebut justru 
sangat memungkinkan munculnya koruptor-koruptor baru. Sebaik 
apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat di negeri ini 
akan tetapi kalau tidak disertai dengan kemauan dan tindakan yang 
tegas dan nyata, maka peraturan tersebut hanya berupa kumpulan 
peraturan yang tidak berarti apa-apa. Korupsi hanya dapat 
diberantas apabila ada keinginan kuat dari seluruh elemen 
masyarakat terutama lembaga penegak hukum sehingga para 
pelaku korupsi mendapat hukuman yang berat yang memiliki efek 
jera. Dengan demikian seseorang akan takut melakukan tindak 
















1. Ada beberapa bentuk korupsi dalam pengadan barang dan jasa 
antara lain: 
a. Dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang 
spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. 
b. Terjadi Mark-up atau penggelembungan harga. 
c. Anggaran untuk pengadaan barang atau jasa itu cair tetapi 
barang atau jasa tidak ada. 
 Dengan modus operandi sebagai berikut: 
a. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat untuk membujuk 
pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan barang dan 
jasa dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan 
harga atau nilai kontrak dan pengusaha tersebut memberikan 
uang kepada pejabat daerah tersebut. 
b. Pengusaha mempengaruhi pejabat daerah untuk 
mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa agar 
rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk 




c. Panitia pengadaan barang dan jasa membuat spesifikasi 
barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam 
rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-
up harga barang atau nilai kontrak. 
d. Pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk 
mencairkan dan menggunakan dana/ anggaran yang tidak 
sesuai dengan peruntukkannya kemudian 
mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut dengan 
menggunakan bukti-bukti yang fiktif (tidak benar). 
e. Pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan 
dana/ anggaran daerah untuk kepentingan pribadi atau 
koleganya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran 
tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang fiktif atau 
kegiatan yang fiktif.   
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi pengadaan 
barang dan jasa di Kota Makassar adalah: 
a. Faktor Intern, antara lain:  
  Lemahnya Iman dan moral pelaku, penghasilan yang kurang 
mencukupi, sifat manusia yang tamak dan serakah, gaya hidup 
yang konsumtif. 
b. Faktor Ekstern, antara lain: 
 Adanya kesempatan, Sistem birokrasi yang berbelit-belit, 
Lemahnya penegakkan hukum.   
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3. Upaya-upaya penanggulangan korupsi pengadaan barang dan 
jasa, antara lain: 
a. Tindakan Preventif, antara lain: 
- Pengawasan  
- Elektronik Procurenment (E- Procurenment) 
b. Tindakan Represif, yaitu penegakan hukum dengan 
penerapan sanksi pidana yang tegas. 
B. Saran 
1. Diperlukan suatu sistem pengawasan yang tetap dalam proses 
pengadaan barang dan jasa. 
2. Proses pengadaan barang dan jasa harus bersifat transparan 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 
terkait khususnya kepada masyarakat. 
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